
UNIVERSITAS BUNG HATTA

 

103 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Bab terakhir dalam Tesis ini, Penulis mengemukakan simpulan yang disertai 

dengan saran hasil penelitian antara lain sebagai berikut : 

A. Simpulan 

1. Peranan Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau dalam 

menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan 

Kepulauan Riau saat ini belum optimal. Hal ini ditenggarai dengan semakin 

meningkatnya transaksi Narkotika dengan menggunakan jalur laut di 

wilayah hukum Perairan Kepulauan Riau; 

2. Kendala yang ditemui Kesatuan Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau 

dalam menanggulangi perdagangan Narkotika melalui jalur laut di Perairan 

Kepulauan Riau antara lain keterbatasan personel Kesatuan Kepolisian 

Perairan di wilayah hukum Perairan Kepulaua Riau sebagai Anak Buah 

Kapal (ABK) Kapal Patroli Polri yang belum sepadan dengan tingkat dan 

lalu lintas kejahatan di wilayah perairan Kepulauan Riau yang 

mengakibatkan belum optimalnya kinerja personel dalam 

mengimplementasikan perannya mengantisipasi peredaran Narkotika 

melalui jalur laut. Upaya yang dilakukan Kesatuan Kepolisian Perairan 

Polda Kepulauan Riau dalam mengantisipasi dan mengatasi kendala yang 

ditemui antara lain melaksanakan pembinaan kepada masyarakat perairan 

dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan 

menyelenggarakan pemolisian di wilayah perairan dan lingkungan 
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masyarakat perairan untuk menciptakan kondisi aman dan tertib yang 

dilaksanakan oleh Polair dengan memberdayakan warga masyarakat melalui 

kemitraan, mapu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan masalah serta 

mampu memberikan solusi dalam memecahkan masalah di lingkungannya.  

 

B. Saran 

1. Pembuat Undang-undang 

Sangat diharapkan adanya regulasi tersendiri terkait penambahan baik Alat 

Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) maupun Alat Material Khusus 

(Almatsus) guna mendukung pemberantasan narkotika melalui jalur laut, 

sehingga dalam penanganan penyelundupan Narkotika lebih intensif lagi, 

tidak saja oleh Indonesia tetapi juga melalui kerja sama dengan negara 

tetangga, Malaysia. 

2. Penegak Hukum 

Diharapkan adanya pembinaan kerohanian dan mental bagi personel 

Kesatuan Perairan Polda Kepulauan Riau guna terwujudnya tingkat 

kedisiplinan yang dimiliki agar dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya dapat lebih maksimal. 

3. Masyarakat 

Sangat diharapkan adanya peran serta masyarakat dalam meminimalisir 

adanya penyelundupan Narkotika melalui jalur laut yang bekerjasama 

dengan Kesatuan Perairan Polda Kepulauan Riau.  
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